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Sanksi Pelanggaran Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2002 tentang HAK CIPTA
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No 7 Tahun 1987 jo Undang-Undang
12 Tahun 1997, bahwa:

LINGKUP HAK CIPTA
Pasal 2

1)

Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk
mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya, yang timbul secara otomatis
setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

KETENTUAN PIDANA
Pasal 72

2)

Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan
pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling
sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh)
tahun dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual
kepada umum suatu Ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5
(lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
20 (3) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak memperbanyak penggunaan untuk
kepentingan komersial suatu Program Komputer dipidana dengan pidana penjara
paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus
juta rupiah).
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KATA PENGANTAR

Kepala Pusat Analisis Keparlemenan

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT karena
atas rahmat dan karuniaNya, buku yang ditulis oleh Drs. Simela
Victor Muhamad, M.Si., Analis Legislatif Ahli Utama, dengan
judul “Diplomasi Parlemen: Isu Internasional yang Menjadi
Perhatian DPR RI” berhasil diselesaikan. Buku ini merupakan
salah satu dari sejumlah buku yang telah ditulis oleh para
Analis Legislatif pada Pusat Analisis Keparlemenan, Badan
Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI, dan menjadi prestasi
yang perlu diapresiasi.

Buku yang menganalisis peran diplomasi yang dijalankan
oleh DPR RI ini merupakan bentuk pertanggungjawaban
ilmiah penulis selaku Analis Legislatif yang memiliki tugas
memberikan dukungan keahlian,antaralain, melalui penyajian
tulisan hasil analisis untuk digunakan sebagai bahan informasi
untuk mendukung pelaksanaan fungsi, tugas, dan peran yang
dimiliki oleh DPR RI. Kehadiran buku ini semakin penting



di tengah terbatasnya informasi yang dimiliki oleh publik
perihal peran diplomasi yang dijalankan oleh DPR RI di forum
internasional, khususnya forum antarparlemen.

Keterlibatan penulis sebagai salah satu penyusun buku
laporan kinerja DPR Rl untuk bidang diplomasi parlemen,
dan perhatian penulis selama ini terhadap pelaksanaan peran
diplomasi DPR RI, menjadikan buku ringkas yang menyajikan
perihal diplomasi parlemen dengan sejumlah isu internasional
yang menjadi perhatian DPR Rl ini, menarik dan layak untuk
dibaca. Setidaknya tulisan yang tersaji dalam buku ini menjadi
bahan informasi tambahan bagi yang berminat pada isu

diplomasi parlemen.

Akhir kata, saya sekali lagi menyampaikan apresiasi
kepada penulis buku yang penting dan menarik ini. Semoga
maksud dan tujuan serta tekad yang mulia dari penulis,
sebagai Analis Legislatif yang memiliki tugas memberikan
dukungan keahlian kepada DPR RI, dapat terwujud melalui
penerbitan buku ini. Lebih dari itu, saya mengharapkan buku
ini bermanfaat bagi DPRRI.

Jakarta, September 2023

Achmad Sani Alhusain, S.E., M.A.
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